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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Pengawasan Penggunaan Trotoar oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Banda Sakti Kota 

Lhokseumawe”.Latar belakang penelitian berupa banyaknya fasilitas umum 

seperti trotoar yang dialihfungsikan oleh pedagang kaki lima, sehingga 

mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan ketertiban lalu lintas. Tujuan 

penelitian yakni, untuk mengetahui pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang 

mengalihfungsikan trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, serta 

mengetahui hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam 

penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar Kecamatan 

Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif, pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Banda Sakti, 

Kota Lhokseumawe dalam penertiban pedagang kaki lima yang 

mengalihfungsikan trotoar yaitu tidak berjalan maksimal, meskipun telah 

dilakukan beberapa upaya seperti patroli, merelokasi, dan melakukan penyitaan 

dagangan namun pedagang kaki lima masih saja berjualan di trotoar, sehingga 

perlu adanya dialog atau komunikasi serta mensosialisasikan kembali terkait 

larangan berjualan di trotoar. Selanjutnya hambatan yang dihadapi oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban pedagang kaki lima 

yaitu kurangnya kesadaran masyarakat setempat, sarana dan prasarana yang 

kurang memadai, dan minimnya lokasi yang tersedia bagi pedagang kaki lima 

untuk berjualan. 

  

Kata Kunci: Pengawasan, Satpol PP, Trotoar, Pedagang Kaki Lima, 

Lhokseumawe 
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ABSTRACT 

This research is entitled "Supervision of Sidewalk Use by the Civil Service Police 

Unit and Wilayatul Hisbah of Banda Sakti District, Lhokseumawe City". The 

background of the research is the large number of public facilities such as 

sidewalks that are converted by street vendors, thus disrupting pedestrian comfort 

and traffic order. The purpose of the research is to determine the supervision of the 

Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah in controlling street vendors who 

convert sidewalks in Banda Sakti District, Lhokseumawe City, and to determine the 

obstacles of the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah in controlling street 

vendors who convert sidewalks in Banda Sakti District, Lhokseumawe City. The 

research method used is qualitative research, data collection based on observation, 

interviews, and documentation. The research results indicate that the supervision 

carried out by the Public Order Agency (Satpol PP) and the Regional Public Order 

Agency (Wilayatul Hisbah) of Banda Sakti District, Lhokseumawe City, in 

controlling street vendors who are repurposing sidewalks is not optimal. Despite 

several efforts, such as patrols, relocations, and confiscations, street vendors 

continue to operate on sidewalks. Therefore, dialogue and communication are 

needed, as well as re-publicizing the prohibition on selling on sidewalks. 

Furthermore, obstacles faced by the Satpol PP and the Regional Public Order 

Agency (Wilayatul Hisbah) in controlling street vendors include a lack of 

awareness among the local community, inadequate facilities and infrastructure, 

and limited space for street vendors. 

 

Keywords: Supervision, Satpol PP, Sidewalks, Street Vendors, Lhokseumawe 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga banyak dijumpai 

masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi, terutama kawasan badan jalan dan 

trotoar.  Kota yang tumbuh menjadi metropolis yang semakin besar ternyata harus 

berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan 

kota untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang berbondong – 

bondong memasuki kota besar. Seperti keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang 

melakukan aktivitas di tempat umum, tentu berdampak terhadap keamanan dan 

kenyamanan masyarakat lain, terutama para pengguna jalur lalu lintas.  

Istilah pedagang kaki lima (PKL) ialah pedagang yang menjual barang 

dagangannya di tempat umum seperti badan jalan maupun trotoar dengan 

menggunakan gerobak atau kontainer yang jauh  dari kesan rapi dan bersih. Selain 

itu pengertian pedagang kaki lima adalah usaha sektor informal berupa usaha 

dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada 

lokasi tertentu, ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain menjajakkan 

bahan makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran 

(Cardona, 2020:2). PKL tidak hanya berperan dalam ekonomi, mereka sering 

menjadi pusat interaksi sosial dengan daya tarik tersendiri khususnya kepada 

wisatawan. Namun masalah penataan hingga saat ini masih menjadi permasalahan 

yang tak kunjung selesai di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota 

Lhokseumawe. Oleh karena itu, PKL sering kali menjadi target utama kebijakan - 

kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi.  
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Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah dalam memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan 

kota untuk mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penertiban Pedagang 

Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan dan trotoar diserahkan 

wewenangnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna untuk 

membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat.  

Untuk menghindari dampak negatif dari aktivitas pedagang kaki lima 

(PKL), maka pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang menegaskan bahwa 

pemerintah kota berwenangan untuk mengatur dan menata tempat usaha Pedagang 

Kaki Lima demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Qanun 

ini mencakup mengenai penetapan lokasi usaha yang diperbolehkan, tata cara izin 

usaha, serta penegakan aturan agar pedagang kaki lima dapat menjalankan 

usahanya tanpa mengganggu kepentingan umum. 

 Kota Lhokseumawe mengeluarkan Qanun Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan 

memastikan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, menjamin 

penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan, dan memberikan kepastian hukum terhadap tata 

cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
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Gambar 1.1 Trotoar yang dialihfungsikan oleh PKL dan Parkir liar  

 

   
Sumber : Observasi awal peneliti Jln.  SP.4 Masjid Baiturrahman 14 Oktober 

2024 

  

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui pengamatan langsung 

pedagang kaki lima di Kota Lhokseumawe yang mengalihfungsikan trotoar sebagai 

tempat berdagang. Hal ini tidak hanya mengganggu fungsi utama trotoar sebagai 

jalur pejalan kaki, tetapi juga menimbulkan masalah lalu lintas dan ketertiban kota. 

Pedagang kaki lima yang mengalihfungsikan trotoar di Kota Lhokseumawe tersebar 

di beberapa area, termasuk jalan Simpang Empat, pasar Impres, Darussalam, dan 

Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti (Observasi Awal, 14 Oktober 2024). 

Kemudian peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak Muslim salah 

satu pedagang kaki lima, beliau mengungkapkan bahwa pemanfaatan trotoar 

sebagai area berdagang disebabkan oleh keterbatasan ruang atau lahan yang lebih 

layak, sehingga para pedagang kaki lima menyatakan bahwa trotoar maupun badan 

jalan memberikan mereka kesempatan untuk menarik lebih banyak pelanggan 

karena lokasi yang strategis dan ramai (Wawancara Awal, 21 Oktober 2024). 

Tabel dibawah ini menyajikan data komprehensif mengenai jumlah penertiban 

pedagang kaki lima yang beroperasi di trotoar maupun badan jalan Kecamatan 
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Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Data ini mencakup informasi rinci tentang lokasi 

usaha, tahun penertiban dan jumlah Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan 

trotoar sebagai lahan penjualan. 

Tabel 1.1 Data Jumlah Penertiban PKL Kecamatan Banda Sakti, Kota 

Lhokseumawe tahun 2022 – 2024 

No Tahun 
Jumlah 

Penertiban 

PKL 

Lokasi 

1. 2022 175  Wilayah Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe 

2. 2023 250 Wilayah Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe 

3. 2024 332  Wilayah Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe 

Total  759   

Sumber : Sumber dari Satpol PP Kota Lhokseumawe 2025 

 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penertiban pedagang kaki lima oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe mengalami 

peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat 

sebanyak 175 pedagang kaki lima. Jumlah ini meningkat menjadi 250 pedagang 

pada tahun 2023, dan terus bertambah menjadi 334 pedagang pada tahun 2024, total 

penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP berjumlah 759 Pedagang. 

Berdasarkan latar belakang masalah pengawasan pengelolaan trotoar oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Banda Sakti, Kota 

Lhokseumawe, permasalahan yang diidentifikasi adalah pemanfaatan trotoar oleh 

pedagang kaki lima yang mengakibatkan gangguan terhadap hak pejalan kaki dan 

ketertiban umum. Kemudian diperparah oleh kurangnya fasilitas pendukung serta 

infrastruktur yang tidak memadai untuk mengelola dan mengawasi trotoar secara 

efektif, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan 
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ketertiban trotoar juga menjadi masalah dalam upaya pengelolaan yang 

berkelanjutan.  

Bedasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih dalam tentang bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Wilaytul Hisbah Kecamatan Banda sakti, Kota Lhokseumawe dalam mengawasi 

pedagang kaki lima yang mengalihfungsikan trotoar sebagai tempat berjualan 

maupun aktivitas pemanfaatan lainnya. Maka dari itu peneliti mengambil judul 

penelitian tentang “Pengawasan Penggunaan Trotoar oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

             Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diurai di atas maka 

permasalahan penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 

dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar 

Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ? 

2. Apa hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam 

penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan trotoar di 

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dalam suatu penelitian tentu ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh 

peneliti. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul 

Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan 

trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. 
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2. Untuk mengetahui hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul 

Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang mengalihfungsikan 

trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. 

1.4 Fokus Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka yang 

menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang 

mengalihfungsikan trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yang 

mengalihfungsikan trotoar Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1   Manfaat Teoritis 

           Sebagai pengembangan teori kebijakan publik terutama dalam pengelolaan 

ruang publik yang inklusif dan berkelanjutan, dengan melihat sejauh mana 

kebijakan pemerintah mengenai pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Wilayatul Hisbah dalam penertiban PKL. Memberikan pemahaman lebih dalam 

tentang dinamika sosial yang terjadi antara pemerintah daerah, masyarakat, PKL, 

serta memperbanyak kajian ilmiah yang nantinya bisa dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.5.2   Manfaat Praktis 

           Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

pemerintah khususnya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menjaga ketertiban 
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umum, membantu mencegah pelanggaran peraturan, serta membantu mendorong 

masyarakat untuk lebih patuh terhadap pertauran yang berlaku agar terciptanya 

ruang publik yang bersih dan rapi. 

 


